MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022
Tentang
Pengujian Formil Undang-Undang lbu Kota Negara

Pemohon : Azyumardi Azra, dkk

Jenis Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara (UU 3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara . Pembentukan UU 3/2022 dianggap bertentangan dengan UUD
1945.

Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Rabu, 20 Juli 2022.

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai pembayar pajak
merasa dirugikan karena adanya pembentukan UU 3/2022 yang bertentangan dengan tata
cara pembentukan undang-undang menurut UUD 1945. Menurut para Pemohon dalam
pembentukan UU 3/2022 tidak ada hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan
penjelasan serta tidak adanya pembahasan Lampiran Il UU 3/2022 dalam pembentukan UU
3/2022.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para
Pemohon adalah pengujian formil Undang-Undang in casu UU 3/2022 terhadap UUD 1945,
yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan pengujian formil menurut Mahkamah, para
Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi
pada 1 Maret 2022. Sementara itu, UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6766, maka dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan
pada hari ke 15 (lima belas) sejak UU 3/2022 diundangkan. Dengan demikian, permohonan
pengujian formil UU 3/2022 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Berkenaan dengan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil terhadap
undang-undang, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup
atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang-Undang dengan
mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan
penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh
karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa
tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan
keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya
penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah
undang-undang dimaksud. Namun demikian dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR



dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden
dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat
memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian
perkara pengujian formil.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya
dalil adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan UU 3/2022
sebagaimana didalilkkan oleh para Pemohon pada pokok permohonan, Mahkamah
berpendapat para Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang
memiliki hubungan pertautan kepentingan dengan UU 3/2022, serta telah pula menguraikan
secara spesifik dan potensial adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan
kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan proses pembentukan UU 3/2022 yang
tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, jika permohonan ini dikabulkan kerugian hak
konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil UU 3/2022.

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tidak
dipertimbangkannya pendapat ahli oleh pembentuk undang-undang dalam proses
pembentukan UU 3/2022, terhadap dalil tersebut berdasarkan keterangan DPR yang
terungkap dalam persidangan, bahwa dalam pembentukan UU 3/2022, DPR dalam upaya
memudahkan masyarakat memberikan masukan telah membuka akses kepada masyarakat
untuk mendapatkan Naskah Akademik dan RUU IKN sebagaimana diperintahkan oleh Pasal
96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam hal ini, Naskah Akademik dan RUU tersebut dapat
diakses dan diunduh pada  situs resmi DPR, yaitu pada  tautan
https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368. Dalam laman situs internet tersebut, masyarakat dapat
membaca dan mengunduh dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan RUU IKN.
Informasi yang dapat dibaca dan dipelajari dalam laman tersebut termasuk informasi RUU,
Rekam Jejak dan dilengkapi dengan form masukan atau feedback.

Dari keterangan dan lampiran keterangan DPR a quo, dapat diketahui bahwa dalam
proses pembentukan UU 3/2022, pembentuk undang-undang telah berusaha untuk memenuhi
kriteria partisipasi yang lebih bermakna sebagaimana pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI11/2020, dengan melakukan kegiatan Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU), audiensi, konsultasi publik, dan kunjungan kerja khususnya dengan
stakeholder masyarakat yang memiliki kepentingan atas substansi RUU IKN dan telah
langsung menindaklanjutinya ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi. Hal itu
membuktikan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya memenuhi hak masyarakat
untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta dijelaskan atau dijawab atas
pendapat yang diberikan. Dalam keterangan tertulisnya DPR juga telah menguraikan dalam
tabel yang berisi berbagai pendapat dan masukan dari masyarakat serta ahli yang ditanggapi
dan ditindaklanjuti oleh DPR [vide Keterangan DPR him. 47 sampai dengan him. 71]. Pada
tabel tersebut, terdapat uraian mengenai berbagai pendapat/masukan masyarakat yang
diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN. Fakta
tersebut menunjukkan bahwa DPR telah melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi hak
untuk dipertimbangkan (right to be considered) terhadap keterangan atau pendapat ahli serta
masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Telah disediakannya akses terhadap
Naskah Akademik dan RUU IKN berarti masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-
luasnya untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap RUU tersebut. Dalam konteks
hak untuk berpartisipasi dan memberikan pendapat dalam pembentukan undang-undang,
sepanjang masyarakat telah diberikan akses terhadap Naskah Akademik dan RUU IKN maka
yang selanjutnya harus dilakukan adalah masyarakat tersebut diharapkan secara aktif
menyampaikan pendapat terhadap RUU tersebut, akses inipun telah diberikan dalam laman
resmi DPR dalam bentuk pengisian form pendapat dan masukan secara daring (online).

Sedangkan, berkenaan dengan bagaimana pembentuk undang-undang seharusnya
menanggapi pendapat serta tanggapan yang masuk dalam rangka memenuhi hak untuk
mendapatkan penjelasan, menurut Mahkamah selanjutnya menjadi kewenangan pembentuk
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undang-undang untuk menindaklanjuti tanggapan atau pendapat-pendapat tersebut dalam
proses pembahasan RUU. Dalam hal ini, menurut Mahkamah pembentuk undang-undang
tidak terbukti telah mengesampingkan hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk
mendapatkan penjelasan, karena telah dibukanya akses kepada masyarakat sebagaimana
diuraikan di atas. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan tidak dipenuhinya
hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan
atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) dalam proses pembentukan
RUU IKN yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2022 adalah tidak beralasan menurut
hukum.

Bahwa berkenaan dalil para Pemohon mengenai Lampiran Il UU 3/2022 tidak pernah ada
(terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas serta tersedia pada saat persetujuan bersama.
Terhadap dalil tersebut Mahkamabh perlu menguraikan mengenai posisi Lampiran Il UU 3/2022
dalam proses pembentukan UU 3/2022 sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan sebagai berikut: RUU IKN pada awalnya disampaikan oleh Pemerintah melalui
Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021. Dalam RUU IKN
yang disampaikan tersebut, hanya terdapat 1 lampiran yang melekat dengan RUU IKN, yaitu
terkait dengan Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara. Adapun
mengenai Rencana Induk IKN pada awalnya akan diatur dengan Peraturan Presiden
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) RUU IKN yang disampaikan oleh Pemerintah
[vide Lampiran 8 Keterangan DPR]. Selanjutnya, dalam Rapat Panja Pansus RUU IKN pada
tanggal 14 Desember 2021, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa) menyampaikan pendapatnya
mengenai Rencana Induk IKN yang memungkinkan mengalami perubahan. Dalam Rapat Tim
Perumus Pansus RUU IKN yang dilaksanakan pada 11 Januari 2022 dan bersifat terbuka,
Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat rumusan yang mengalami perubahan
berdasarkan masukan dari fraksi, salah satunya adalah berkaitan dengan Pasal 7 ayat (3)
yang pada pokoknya mengatur mengenai pelekatan atau penempatan Rencana Induk IKN
dalam Lampiran Il RUU IKN. Oleh karena perubahan rumusan dalam Pasal 7 tersebut bersifat
substansi, maka pembahasan dan pendalaman lebih lanjut dilakukan dalam Rapat Panja.
Dalam Rapat Panja RUU IKN pada tanggal 17 Januari 2022, DPR, DPD, dan Pemerintah telah
menyetujui klaster rencana induk dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 7, dan Pasal 15 dengan
catatan. Adapun terkait dengan pelekatan rencana induk IKN dalam Lampiran Il dirumuskan
dalam Pasal 7 ayat (3). Dalam Rapat Panja tersebut, DPR dan Pemerintah menyepakati
Rencana Induk Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan
dengan RUU IKN agar memiliki posisi hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Namun demikian, disepakati bahwa
terhadap rencana induk tersebut tetap dibuka ruang untuk dapat dilakukan perubahan sesuai
dengan perkembangan kebutuhan di masa mendatang. Hal tersebut mengacu pada rumusan
Pasal 7 ayat (5) huruf a RUU IKN. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Rencana Induk
Ibu Kota Negara akan dilakukan perubahan, maka perlu dikonsultasikan dengan DPR.
Selanjutnya, Lampiran Il UU 3/2022 yang berupa Rencana Induk IKN tersebut telah terlampir
dan dapat diakses pada laman resmi Sekretariat Negara, yaitu pada tautan:
https://jdih.setneg.go.id/Produk dan pada laman resmi DPR, vyaitu pada tautan:
https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1791.

Lampiran 1l UU 3/2022 merupakan Rencana Induk Ibu Kota Negara di mana rencana
tersebut pada tahap awal diusulkan akan diatur dalam Peraturan Presiden kemudian
disepakati bersama sebagai bagian dari Lampiran Il UU 3/2022. Rencana Induk tersebut telah
disampaikan oleh Presiden kepada DPR dan telah dibahas oleh Panja Pansus RUU IKN
bersama Presiden diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional. Meskipun dalam Laporan Pansus tanggal 18 Januari 2022 terdapat fraksi yang
menyatakan bahwa Lampiran Il tersebut belum dibahas, namun demikian berdasarkan risalah



Rapat Paripurna tertanggal 18 Januari 2022, dapat diketahui bahwa seluruh peserta sidang
paripurna menyetujui RUU IKN beserta lampirannya untuk disahkan menjadi undang-undang.
[vide Lampiran 64 him. 73 Keterangan DPR]. Lagipula dalam pembahasan tingkat Il, agenda
yang dilakukan adalah persetujuan dan pengesahan RUU IKN, bukan pembahasan norma
pasal secara terperinci, termasuk substansi Lampiran RUU a quo. Dengan demikian, menurut
Mahkamabh dalil para Pemohon bahwa Lampiran [l RUU IKN yang kemudian disahkan sebagai
UU 3/2022 tidak pernah dibahas pada saat persetujuan bersama adalah tidak beralasan
menurut hukum. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian formil UU 3/2022
adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan dengan demikian proses
pembentukan UU 3/2022 a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU
3/2022 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan
para Pemohon untuk seluruhnya.



